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Abstrak 

Pelaksanaan pendaftaran tanah yang dapat dilakukan secara elektronik dan hasil pendaftaran tanah 

tersebut berupa data, informasi elektronik, bukan lagi berupa konvensional. Hal ini merupakan 

suatu bentuk positif bagi masyarakat tentang perubahan dokumen pembuktian tanah ke arah 

digitalisasi yang dituangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dalam Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 

tentang Sertipikat Elektronik. Perubahan sertifikat elektronik bertujuan untuk mengedepankan 

transformasi digital karena dinilai penggunaannya lebih aman dibandingkan dengan konvensional 

Kata kunci : Pelaksanaan, Sertipikat, Tanah, Berbasis Elektronik 

Abstract 

The implementation of land registration that can be done electronically and the results of the land 

registration are in the form of data, electronic information, no longer conventional. This is a 

positive form for the community regarding the change in land evidence documents towards 

digitalization as outlined by the government through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/National Land Agency (Ministry of ATR/BPN) in Permen ATR/BPN No. 3 of 2023 

concerning Electronic Certificates. Changes to electronic certificates aim to prioritize digital 

transformation because their use is considered safer than conventional ones. 

Keywords: Implementation, Certificates, Land, Electronic-Based 
 
 
 

PENDAHULUAN 

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok seseorang sebagai sumber pangan dan 

faktor produksi. Tanah mempunyai tujuan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan 

komoditas yang harus dimiliki untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Setiap orang 

berkeinginan untuk memiliki dan menguasai tanah. Tanda kepemilikan sebuah tanah dapat 

dibuktikan dengan sebuah sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang secara 

hukum dan instansi yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Hukum pada hakekatnya bergerak secara dinamis seiring dengan perkembangan pola 

perilaku masyarakat dan dunia global, yang mengakibatkan hukum sering tertinggal dalam 

mengikuti perubahan zaman dan perkembangan teknologi.  
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Sertipikat tanah dalam kehidupan sehari-hari sering menjadi persengketaan bahkan sampai 

ke pengadilan. Adrian Sutedi menyatakan bahwa hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi 

yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang membuat masyarakat berusaha untuk 

memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain (Urip 

Santoso, 2019).  

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 UUPA Nomor 5 tahun 1960 

bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan 

diselenggarakanlah pendaftaran tanah. Ketentuan pendaftaran tanah ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar kegiatan 

pendaftaran tanah di Indonesia. 

Tanda bukti hak yang diakui oleh hukum Indonesia adalah tanda bukti berupa surat, yaitu 

sertipikat. Sertipikat inilah sebagai tanda bahwa suatu bidang tanah telah didaftarkan haknya. 

Menurut Muwahid bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas 

tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah tersebut guna memperoleh sertipikat hak atas 

tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah apabila 

terjadi suatu sengketa tanah suatu saat nanti. 

Jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah adalah pemerintah menjamin bahwa 

pemegang hak (subyek) benar-benar berhak atau mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya 

(obyeknya), yaitu dibuktikan dengan adanya pembukuan data yuridis dan data fisik bidang tanah 

yang diterima sebagai data yang benar dan didukung dengan tersedianya peta hasil pengukuran 

secara kadasteral, daftar umum bidang-bidang tanah yang terdaftar dan terpeliharanya daftar 

umum tersebut dengan data yang mutakhir serta kepada pemegang hak diberikan tanda bukti hak 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang lazim disebut sertipikat tanah(Adrian 

Sutedi, 2016) 

Adanya transformasi digital dalam Kementerian ATR/BPN maka dikeluarkan Peraturan 

Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam 

Kegiatan Pendaftaran Tanah dan sebelumnya terdapat empat layanan elektronik yang telah 

diberlakukan oleh Kementerian ATR/BPN yakni Hak Tanggungan Elektonik, Pengecekan 

Sertipikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.  

Pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia yang telah ditetapkan melalui Peraturan 

Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam 



 

 

 

P a g e  | 74 

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.7 No.1, Edisi Januari 2025   

Published : 01-01-2025, Page : 72-83 

 

 

Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagai pedoman dari pelaksanaannya pendaftaran tanah secara 

elektronik tersebut.  Pendaftaran tanah secara elektronik ini akan dilakukan secara bertahap seperti 

yang telah di tentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen 

Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan 

pendaftaran tanah secara elektronik dilakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Menteri.” 

 

METODE PENELITIAN 

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang 

berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisis 

nya  serta kemudian menginterprestasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang 

fenomena yang diteliti. 

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder 

seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk 

memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan 

 

PEMBAHASAN 

Sertipikat elektronik merupakan sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik 

dalam bentuk dokumen elektronik. Sedangkan pengertian dokumen elektronik adalah setiap 

informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk 

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, amgka, kode akses, 

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya." 

Sertipikat elektronik merupakan rangkaian transformasi digital yang sedang bergulir di 

Kemeterian ATR/BPN, adapun yang melatarbelakangi diluncurkannya sertipikat tanah elektronik 

adalah: 

a. Karena efisiensi dan transparansi pendaftaran tanah perlu ditingkatkan.  
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b. Karena pengelolaan arsip dan warkah pertanahan akan lebih terjamin dengan digitalisasi 

sertipikat tanah.  

c. Karena intensitas layanan derivatif akan meningkat, berbanding lurus dengan bertambahnya 

jumlah tanah terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .  

d. Karena trend modernisasi dan tuntutan ekosistem ekonomi, sosial dan budaya menuju industri 

4.0, dengan adanya perkembangan teknologi sehingga cepat atau lambat harus mengikuti 

perubahan teknologi yang ada.  

e. Karena meningkatnya bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi, dengan adanya 

sertipikat tanah elektronik maka fisik sertipikat tanah tersebut akan aman karena dalam bentuk 

dokumen elekyronik.  

f. Karena sudah terbukti berhasil pada instansi pemerintah lainnya (kementerian koordinator 

dengan OSS (online single submission), Kementerian keuangan dengan aplikasi keuangan, 

kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan fidusia elektronik) dan sektor swasta dalam 

modernisasi pelayanan. 

g. Karena akan menaikkan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease 

of Doing Business Indonesia yaitu memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.  

h. Karena akan mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke kantor pertanahan sampai 

80%, dengan adanya sistem elektronik maka dapat diakses dimana saja dan kapan saja.  

i. Karena persepsi masyarakat bahwa pelayanan pertanahan dikelola secara tradisonal, 

sedangkan perkembangan teknologi semakin canggih dan beberapa negara lain sudah 

menerapkan sertipikat tanah elektronik (Dwi Purnama, 2021). 

Sehubungan dengan hal di atas pemerintah dalam hal ini mengesahkan Undang-Undang 

yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan untuk menghadapi masa bonus domografi 

bagi masyarakat Indonesia yaitu Undang-Undang yang dikenal saat ini dengan sebutan cipta 

lapangan kerja atau omnibus law yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mencapai tertib administrasi dibidang pertanahan dan 

mengurangi jumlah perselisihan dan persengketaan dibidang Pertanahan Nasional yang menjadi 

tongak awal dikeluarkanya Peraturan Menteri serta mengenai aturan penataan ruang oleh Kepala 

Badan Pertanahan Nasional melaui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. 
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Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan 

Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah mengartikan sertipikat elektronik ialah 

“Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik”. 

Sehingga hasil dari aktivitas pendaftaran tanah dilakukan penerbitan dengan wujud dokumen 

elektronik. Selanjutnya pengertian dokumen elektronik dimuat pada Pasal 1 ayat (2) bahwa 

“dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan dalam bentuk manual, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

Mengingat saat ini  dalam hal menciptakan pelayanan yang modern terkait pertanahan 

untuk menaikkan parameter mengenai kemudahan yang diberikan dalam hal usaha serta 

pelayanan umum bagi masyarakat, penting untuk pengoptimalkan Pemanfaatan Tekonologi baik 

mengenai Informasi maupun Komunikasi dengan cara memberikan pelayanan yang bersistem 

elektronik sehingga lebih mudah dilakukan. Tentunya dalam hal ini sesuai dengan aturan di atas 

bagaimana proses hingga penerapannya Pemerintah sudah mengeluarkan Perautran Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan 

pendaftaran tanah. 

Program sertipikat elektronik memilki celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan 

khususnya bagi masyarakat awam yang belum memahami apa itu sertipikat elektronik dan juga 

program serfikat elektronik saat ini hanya akan efektif berlaku di daerah perkotaan saja 

dikarenakan akses di desa dan pelosok di Indonesia masih sangat kurang dari ketersedian jaringan 

internet dan di balik hal tersebut manfaat dari pendaftaran tanah secara elektronik untuk 

masyarakat saat ini sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan proses pendaftaran tanah 

secara elektronik tidak seperti halnya sertipikat kovensional proses pendaftarannya sangat sulit 

dan tergolong berbelit-belit dan sangat sering digunakan sebagai bentuk tindakan percaloan yang 

sangat merugikan masyarakat (Arif Rahman Hakim, Muammar Alay Idrus, 2022). 

Prosedur pendaftran tanah untuk mendapatkan sertipikat elektronik khususnya untuk 

tanah untuk pertama kalinya melakukan pendaftaran, maka alur dari pelaksanaan pendaftarannya 

di bagi menjadi 3 yaitu penerbitan sertipikat elektronik untuk pertama kali, penerbitan sertipikat 
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elektronik melalui permohonan alih media yang tentunya mengacu kepada peraturan yang berlaku 

tentang pendaftran tanah baik untuk mendapatkan sertipikat tanah yang analog dan mendapatkan 

sertipikat yang elektronik dan untuk mengetahui lebih jelasnya tentang bagaimana prosedur yang 

di lakukan dijelaskan sebagai berikut : 

Bagan 1 

Alur Pendaftaran Tanah Untuk Mendapatkan Sertifkat  

Elektronik Pertama kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Medan Tahun 2024. 
 

Bagan di atas menjelaskan alur dari proses pelaksanaan pendaftaran tanah untuk 

mendapatkan sertipikat elektronik untuk tanah yang belum terdaftar atau untuk pendaftaran yang 

pertama kalinya yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk pertama kalinya untuk mendapatkan 

sertipikat elektronik harus menuju ke loket pendaftaran di kantor pertanahan atau pihak yang 

berwenang yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melakukan pendataan dengan 

Loket Pendaftaran 

Pengukuran 

bidang tanah 

Loket: 

Verifiikasi Email 

Verifiikasi KTP 

Verifikasi pembayaran 

Upload dokumen 

Pemetaan 

bidang tanah 
Peta bidang 

Tanah Elektronik 

Pengumpulan 

Data Yuridis 

Pengelolaan 

Data 
Panitia pelaksana 

pendaftaran 
tanah 

Email Pemohon dan 

Upload bukti Pembayaran 

SK Hak atau 

Pengesahan 

Surat ukur 

Elektronik 

Penerbitan sertifikat 

Elektornik 
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syarat yang harus di penuhi adalah dengan membawa KTP elektronik gunanya untuk 

mencocokkan dengan bukti kepemilikan awal karena tanah yang di daftarkan belum memiliki 

sertipikat dan harus sudah melakukan verifikasi pembayaran sampai pendaftaran sehingga 

tahapan selanjutnya masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya harus memiliki email 

dalam hal ini email akan berguna ketika semua proses sudah selesai dan hasil akhir dalam 

bentuk sertipikat elektronik akan di kirim ke email pemohon. 

b. Pengukuran kegiatan yang dilakukan oleh panitia pelaksana pendaftaran tanah yang dalam hal 

ini adalah pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah sesuai dengan perintah undang-

undang yaitu kantor pertanahan kabupaten kota se-Indonesia dengan cara turun langsung ke 

lapangan memeriksa dan melakukan pengukuran tentang luas jumlah tanah tersebut sehingga 

akan di dapatkan sebuah angka yang valid. 

c. Pemetaan adalah melakukan pengecekan setelah mendapatkan angka yang valid dalam proses 

pengukuran barulah dilakukan pemetaan tentang lokasi tanah tersebut baik menggunakan peta 

daerah tersebut atau melakukan pemetaan dengan menggunakan citra satelit guna 

mendapatkan jumlah dan lokasi yang sesuai dan benar. 

d. Peta bidang Elektronik setelah melakukan pengukuran dan pemetaan di dapatkanlah sebuah 

hasil baik dari segi angka jumlah luas dan lokasi tanah sehingga dapat di buatkan peta bidang 

tanah Elektronik yang di dalamnya tertera informasi mengenai tanah tersebut. 

e. Pengumpulan data yuridis adalah data hasil dari semua proses yang sudah dilakukan diatas di 

kumpulkan atau dalam bentuk data yuridis karena ini merupakan pendaftran tanah untuk 

pertamakalinya bagi tanah yang belum memilki sertipikat maka data yuridisnyalah yang di 

kumpulkan atau di himpun terlebih dahulu. 

f. Pengolahan data adalah proses penvalidasian data yuridis yang sudah dikumpulkan sehingga 

panitia pelaksana dapat melakukan pengolahan data tersebut. 

g. Panitia pelaksana yang memiliki tugas dan kewajiban melakukan megolah data tersebut 

haruslah yang berkompeten dan cepat dalam melakukan pendataan. 

h. Keputusan Hak (SK Hak) atau pengesahan setelah penitia melakukan pengolah data dan 

sebagainya barulah dikeluarkan SK hak pengesahan atas tanah yang di daftarkan tersebut.  

i. Email pemohon dan upload bukti pembayaran SK tersebut di keluarkan apabila masyarakat 

mengupload bukti pembayaran yang nantinya pesannya akan dikirim oleh pantia pendaftran 

tanah ke Email pemohon dan pemohon wajib mengirim bukti tersebut. 
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j. Surat ukur dan penerbitan Sertipikat Elektronik setelah memilki bukti sudah melakukan 

registrasi dan membayar biaya administrasi dengan jumlah yang ditetapkan oleh panitia 

pelaksana maka surat ukur sebagai bukti jumlah tanah dan Sertipikat Elektronik sebagai bukti 

penguasaan hak atas tanah dapat di cek di dalam Email yang sudah di kirim oleh panitia 

pelaksana. 

Penerbitan sertipikat elektronik melaui alih media yang dapat melakukannya adalah 

pemegang hak yang dalam hal ini adalah masyarakat yang ingin mengalih mediakan data-data 

dalam Sertipikat analog menjadi Sertipikat Elektronik baik data fisik dan data yuridisnya untuk 

lebih jelasnya di paparkan dalam sebuah bagan sebagai berikut : 

Bagan 2 

Proses Pendaftaran Tanah Alih Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Medan Tahun 2024. 

 

Berdasarkan bagan di atas, maka penerbitan sertipikat elektronik melalui alih media hal 

ini berlaku bagi tanah yang sudah memiliki Sertipikat dalam bentuk analog yang tentunya 

berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan proses yang harus dilaksanakan ketika masyarakat 

ingin melakukan pendaftaran sertipikat tanah analog menjadi sertipikat tanah elektronik dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Pemilik tanah yang menganti sertipikat tanahnya menjadi elektronik harus memiliki atau 

menggunakan KTP Elektronik. 

Loket Pendaftaran 

Sertifikat  

analog 

Loket: 

Verifiikasi pemilik 

menggunakan KTP Elektronik 

Pemegang hak haus 

memiliki Email 

Verifikasi data yuridis, 

Pemilik, Spasial 
Sertifikat 

Elektronik 

Sertifikat Elektronik di 

Kirim Melalui Email 

Domisili 
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b. Pemilik atau pemegang hak wajib memiliki Email. 

c. Data pendaftran tanah dan alih media harus valid. 

Setelah pemilik hak merasa datanya sudah lengkap dan pas maka dapat dilakukan 

registrasi alih media dan bisa membawa sertipikat tanah yang analog ke kantor badan pertanahan 

nasional untuk disimpan dan disatukan dengan warkah tanah yang ada sehingga proses alih media 

dapat dilakukan akan tetapi hal bisa dilakukan bisa tidak terkait pengumpulan sertipikat tanah 

yang analog barulah Setelah itu semua dilakukan, pantia melakukan verifikasi data yuridis spasial 

dan pemilik hak jika telah sesuai maka hasilnya berupa Sertipikat Elektronik akan di kirim ke 

Email pemilik hak yang telah diberikan ke pantia pendaftran sebelumnya. 

 

SIMPULAN  

Dasar hukum pengaturan penerbitan sertipikat berbasis elektronik sebagai dasar atas bukti 

kepemilikan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen 

Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai sistem elektronik, 

dokumen elektronik, data, pangkalan data dan tanda tangan elektronik. Adapun keadaan yang 

diterangkan pada kegiatan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik ini dipaparkan dalam 

bentuk dokumen bentuk gambar ukur, gambar ruang, peta bidang tanah, peta ruang, surat ukur, 

gambar denah,surat ukur ruang, dan sertipikat dalam bentuk dokumen elektronik sehingga dapat 

dipahami bahwa Peraturan Menteri ini telah memenuhi syarat formil dan materil dari dokumen 

elektronik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. 
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